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Abstrak 

 

Thrifting adalah salah satu usaha clothing yang kini diminati oleh 

masyarakat, khususnya remaja yang tertarik pada dunia fashion. Istilah thrift identik 

dengan barang-barang bekas atau second yang biasanya berasal dari luar negeri. 

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah menetapkan beberapa peraturan 

untuk melarang kegiatan impor pakaian bekas dan juga mewajibkan para importir 

untuk hanya mengimpor barang baru ke wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. 

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan hukum pelaku usaha thrifting dalam 

perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dan bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap 

pelaku usaha thrifting. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kedudukan hukum pelaku usaha thrifting dalam perspektif 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen dan untuk mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap pelaku 

usaha thrifting. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu 

pendekatan yang dilakukan berdasarkan data sekunder dan bahan-bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, 

asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan hukum dan tanggung 

jawab pelaku usaha thrifting telah diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan 

bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjalankan usahanya dengan 

itikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, jujur berkaitan dengan barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan, serta kewajiban untuk memberikan ganti rugi, 

kompensasi ataupun penggantian barang sejenis dan/atau yang setara nilainya 

apabila konsumen terbukti mengalami kerugian atas konsumsi barang yang 

diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Sedangkan perlindungan 

hukum terhadap pelaku usaha thrifting telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain 

itu Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1313, dan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata 

 

Kata Kunci : Thrifting, Tanggung Jawab Hukum dan Perlindungan 

Konsumen. 
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